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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan
dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-
Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama | Huruf Latin Nama
Arab
: . Tidak g .
f
Alif Nilamban 420 Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Sa & es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
C Ha h bawah)




¢ Kha Kh ka dan ha
> Dal d De
J 7al 5 Zet (dengan titik di
atas)
B Ra r er
3 Zai z zet
o Sin S es
53 Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
ol P ¥ bawah)
. de (dengan titik di
il D d bawah)
te (dengan titik di
b
1a ! bawah)
5 zet (dengan titik di
£a 3 bawah)
“ain koma terbalik (di
C atas)
¢ Gain g ge
S Fa f ef
S Qaf q ki
4 Kaf k ka
J Lam 1 el
¢ Mim m em
o Nun n en
9 Wau W we
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A Ha h ha
3 Hamzah ‘ apostrof
S Ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia,
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal
rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama
a Fathah a a
n Kasrah 1 i
- Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai
berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Nama Huruf | Nama
Arab Latin

. 6 Fathah dan ya ai adanu
_ j Fathah dan wau au adanu

vil




- LK kataba

- J—w fa'ala

- K suila

- GE kaifa

- Jy— haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya
berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan

tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
- 6 | | Fathah dan alif a a dan garis
atau ya di atas
& Kasrah dan ya 1 1 dan garis
g di atas
. ; Dammah dan a u dan garis
wau di atas
Contoh:
- Je qala
- M rama

-8 qgila

- Jsa yaqiilu
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D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat
fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
“t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang a/ serta
bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
N (VA Ve raudah al-atfal/raudahtul atfal
- :)}»U\ iw-*-d‘ al-madinah al-munawwarah/
al-madinatul munawwarah
. D talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- J} nazzala

- 3 al-birr

g
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F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu J), namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf

qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:

- B arrajulu
- {"Ld\ al-qalamu
- &MLJ\ asy-syamsu
- B aljalal
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal
kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



- 426 ta’khuzu

» 9
- x5 syai’un
- 33l an-nav’u

) inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun
huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

A\ u\ 3 Wainnallaha fahuwa khair

ar-raziqin/Wa innallaha
fahuwa khairurraziqin

Bismillahi majreha wa

mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang
berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.
Contoh:

- Gddiosaedl Alhamdu lillahi rabbi al-
‘alamin/Alhamdu lillahi
rabbil "alamin

- RS Ar-rahmanir rahim/Ar-

rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Allaahu gafiirun rahtm

Lillahi al-umuru jamT an/

Lillahil-umuru jami an

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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ABSTRAK

Jaza, Ahmad Igbal. 2026. “Kafa’'ah Legislatif: Rekonstruksi
Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif Figh
Siyasah Dusturiyah”, Skripsi. Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Pemilihan umum serentak 2024 meninggalkan paradoks:
dari 580 anggota DPR terpilih, 211 orang (36,38%) tidak
mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data resmi,
sementara sekitar 30% calon menolak membuka daftar riwayat
hidup, padahal mayoritas anggota yang mencantumkan
pendidikannya bergelar sarjana atau lebih. Persoalan utamanya
bukan rendahnya ijazah, melainkan ketiadaan instrumen
hukum yang menjamin kapasitas calon dapat diketahui dan
diuji publik. Berangkat dari fakta tersebut, penelitian ini
merumuskan dua masalah: bagaimana konstruksi norma syarat
calon anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 ditinjau dari aspek kompetensi substantif, dan
bagaimana rekonstruksi syarat tersebut berbasis prinsip
kafa'ah dalam perspektif figh siyasah dusturiyah. Tujuan
penelitian adalah menganalisis konstruksi normatif Pasal 240
sekaligus merumuskan model rekonstruksinya.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, historis, dan filosofis. Serta
analogi fungsional, dengan bahan hukum dianalisis secara
deskriptif-analitis dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 bersifat
administratif-formal dan mengalami defisit kompetensi
substantif: dari tujuh belas syarat, tidak satu pun menguji
kafa'ah ‘amaliyah, kafa'ah 'ilmiyah hanya diwakili ijazah
SMA, dan kafa'ah akhlagiyah diukur secara negatif dan
deklaratif. Secara historis terjadi "formalisasi tanpa substansi"
karena unsur pengalaman yang diakui hingga 1999 dihapus
sejak 2003. Rekonstruksi ditawarkan melalui "Model Empat
Gerbang Kafa'ah Legislatif" yang mendistribusikan tanggung
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jawab kualitas kepada pembentuk undang-undang, partai,
publik, dan DPR, meliputi perubahan terbatas Pasal 240 dan
penyisipan Pasal 241A, kewajiban keterbukaan riwayat hidup,
serta pendidikan legislatif pascaterpilih. Penaikan syarat ijazah
dan uji kompetensi yang menggugurkan ditolak karena tidak
lolos uji proporsionalitas. Dengan demikian, amanah dapat
diserahkan kepada ahlinya tanpa mengorbankan kedaulatan
rakyat dan kesetaraan warga negara.

Kata Kunci: kafa'ah legislatif; syarat calon anggota DPR; figh
siyasah dusturiyah; rekonstruksi hukum; Pasal 240.
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ABSTRACT

Jaza, Ahmad Iqbal. 2026. “Legislative Kafa'ah:
Reconstructing the Requirements for DPR Candidates in the
Election Law from the Perspective of Figh Siyvasah
Dusturiyah”, Thesis. Faculty of Sharia, Constitutional Law
Study Program. State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ahmad Fauzan, M.S.I.

The 2024 simultaneous general election revealed a
paradox: of the 580 elected members of the House of
Representatives (DPR), 211 (36.38%) did not disclose their
educational background in official records, and around 30%
of candidates declined to publish their curriculum vitae, even
though most members who did disclose their education held at
least a bachelor's degree. The core problem, therefore, is not
low educational attainment but the absence of legal
instruments ensuring that candidates' capacities can be known
and scrutinised by the public. This study addresses two
research questions.: how the norm governing the requirements
for DPR candidates in Article 240 of Law Number 7 of 2017 is
constructed in terms of substantive competence, and how those
requirements can be reconstructed on the basis of the principle
of kafa'ah from the perspective of figh siyasah dusturiyah. It
aims to analyse the normative construction of Article 240 and
to formulate a model for its reconstruction.

This normative legal research employs statutory,
conceptual, historical, philosophical, and functional analogy;
the legal materials are analysed descriptively-analytically and
prescriptively.

The findings show that Article 240 is administrative-
formal in character and suffers from a deficit of substantive
competence: none of its seventeen requirements tests kafa'ah
‘amaliyah, kafa'ah 'ilmiyah is represented only by a senior high
school diploma, and kafa'ah akhlagiyah is measured
negatively and declaratively. Historically, the regulation has
undergone "formalisation without substance”, as the
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experience requirement recognised until 1999 was abolished
in 2003. The study proposes a "Four-Gate Model of Legislative
Kafa'ah", which distributes responsibility for candidate
quality among lawmakers, political parties, the public, and the
DPR itself, comprising limited amendments to Article 240, the
insertion of Article 2414, mandatory disclosure of candidates’
curricula vitae, and post-election legislative education.
Raising the educational threshold and introducing eliminatory
competence tests are rejected because they fail the
proportionality test. In this way, public trust can be entrusted
to those competent to hold it without sacrificing popular
sovereignty or the equality of citizens.

Keywords: legislative kafa'ah; requirements for DPR

candidates; figh siyasah dusturiyah; legal reconstruction;
Article 240.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu serentak 2024 meninggalkan satu paradoks
demokrasi yang tidak dapat diabaikan. Dari 580 anggota
DPR RI hasil pemilu, sebanyak 211 orang atau 36,38%
tidak mencantumkan latar belakang pendidikannya dalam
data resmi, sementara 63 orang lainnya tercatat
berpendidikan setingkat sekolah menengah atas.! Angka
211 tersebut tidak menunjukkan rendahnya pendidikan
anggota DPR, sebab sebagian besar anggota yang
mencantumkan pendidikannya justru bergelar sarjana atau
lebih. Angka itu menunjukkan hal lain yang lebih
mendasar: rakyat menyerahkan mandat pembentukan
undang-undang, penetapan anggaran negara, dan
pengawasan pemerintahan bagi lebih dari 270 juta
penduduk kepada sepertiga lebih wakilnya tanpa informasi
dasar tentang kualifikasi mereka. Persoalan kualitas wakil
rakyat, dengan demikian, bukan semata-mata soal tinggi-
rendahnya ijazah, melainkan soal ketiadaan instrumen
hukum yang menjamin bahwa kapasitas calon dapat
diketahui dan diuji oleh publik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu instrumen
pelaksanaan kedaulatan tersebut adalah pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan

! Badan Pusat Statistik, Statistik Politik 2024 Pemilu dari Masa ke
Masa (1955-2024), vol. 14 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), vii—viii.
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DPRD kabupaten/kota. Dalam doktrin demokrasi
konstitusional, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada
partisipasi elektoral, tetapi menuntut kualitas representasi
(quality of representation) sebagai prasyarat legitimasi
substantif lembaga perwakilan.?

DPR menjalankan tiga fungsi konstitusional yang
saling berkelindan, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.? Ketiga fungsi ini menuntut kapasitas teknis,
analitis, dan etis yang tidak sederhana. Dalam fungsi
legislasi, anggota DPR diharapkan mampu memahami
struktur peraturan perundang-undangan, merumuskan
norma, dan menilai kesesuaian rancangan undang-undang
dengan konstitusi. Dalam fungsi anggaran, mereka dituntut
memahami keuangan negara dan prioritas pembangunan.
Dalam fungsi pengawasan, mereka harus mampu
mengevaluasi kinerja eksekutif berdasarkan indikator yang
terukur, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.* Beban kewenangan
sebesar ini idealnya disertai standar kelayakan calon yang
sepadan.

Namun, konstruksi norma tentang syarat calon
anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum justru tidak sepadan
dengan beban kewenangan tersebut. Pasal 240 ayat (1)

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 1 ayat (2). Tentang kualitas representasi sebagai ukuran legitimasi
lembaga perwakilan, lihat Jane Mansbridge, “Rethinking Representation,”
American Political Science Review 97, no. 4 (2003): 515-28.

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 20A ayat (1).

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 69 dan Pasal 70,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019.



huruf e hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah
tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau
sekolah lain yang sederajat. Persyaratan ini semata-mata
bersifat administratif dan tidak mengukur kemampuan
teknis legislasi, pemahaman politik anggaran, integritas,
ataupun rekam jejak publik calon. Perubahan melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 juga tidak
menyentuh  substansi  kompetensi, tetapi  hanya
menyesuaikan konsekuensi pemilu setelah pembentukan
daerah otonom baru di Papua.’

Data empiris Pemilu 2024 memperkuat urgensi
pembahasan. Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali
pemilu sejak 1955. Pada Pemilu 2024, jumlah kursi DPR
RI bertambah dari 575 menjadi 580, kursi DPD bertambah
dari 136 menjadi 152, peserta pemilu mencapai 18 partai
politik nasional ditambah 6 partai politik lokal Aceh, dan
tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,14%. Dari sisi
pendidikan anggota DPR terpilih, sebanyak 63 orang
berpendidikan SMA, 3 orang D-3, 155 orang S-1, 119 orang
S-2, 29 orang S-3, dan 211 orang tidak mencantumkan
pendidikannya.® Komposisi ini menunjukkan bahwa
persoalannya bukan terletak pada rendahnya ijazah,
melainkan pada besarnya porsi data calon yang tidak
terbuka bagi publik.

Pada tingkat kelembagaan, terdapat ketimpangan
yang mencolok dalam standar pencalonan jabatan publik.
Bakal calon presiden dan wakil presiden wajib

5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, diakses 29 Mei 2026,
https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023.

¢ Badan Pusat Statistik, Statistik Politik 2024, vii—viii.



menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian serta
daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak,
sedangkan calon kepala daerah wajib membuktikan bahwa
dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan
surat keterangan catatan kepolisian.” Calon hakim agung
bahkan harus menjalani seleksi oleh Komisi Yudisial dan
uji kelayakan (fit and proper test) di DPR. Sebaliknya,
bakal calon anggota DPR, yang justru membentuk norma
yang mengikat presiden, kepala daerah, dan hakim, cukup
membuktikan status pidananya dengan surat pernyataan
bermeterai.® Ketimpangan inilah yang oleh Nainggolan dan
Saputra disebut sebagai ketidakseimbangan kelembagaan
(institutional imbalance) yang mengancam kualitas produk
legislasi nasional.’

Defisit tersebut patut diduga berimbas pada kualitas
legislasi nasional. Salah satu indikatornya adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang
untuk pertama kalinya mengabulkan pengujian formil atas
sebuah undang-undang karena proses pembentukannya
tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi
masyarakat yang bermakna.'® Kualitas legislasi tentu
dipengaruhi banyak faktor. Namun, demokrasi yang sehat

7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Pasal 227; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, Pasal 7 ayat (2) hurufi.

8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Pasal 240 ayat (2).

° Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, “Perlunya Syarat

Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif
Berdasarkan Prinsip Checks and Balances,” Jurnal USM Law Review 6,
no. 1 (2023): 1-18, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959.

10 Pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII1/2020.



tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan
suara; ia juga diukur dari kualitas representasi dan
kemampuan wakil rakyat menjalankan mandat secara
bertanggung jawab. Oleh karena itu, persoalan ini tidak
dapat dilepaskan dari sistem rekrutmen politik yang masih
didominasi pertimbangan popularitas, modal politik,
jaringan kekerabatan, dan kekuatan finansial alih-alih
kapasitas substantif calon.!!

Dalam teori representasi politik, Hanna Fenichel
Pitkin membedakan pandangan formalistik (otorisasi dan
akuntabilitas), representasi sebagai standing for (deskriptif
dan simbolik), dan representasi sebagai acting for
(substantif), yakni bertindak demi kepentingan pihak yang
diwakili dan secara responsif terhadap mereka.'? Penelitian
ini berangkat dari inferensi bahwa acting for dalam
pengertian Pitkin mengandaikan kapasitas wakil untuk
menyerap  aspirasi, mengolahnya menjadi agenda
kebijakan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya
kepada publik. Tanpa kapasitas demikian, representasi
berisiko menjadi formalitas elektoral yang miskin
legitimasi substantif.

Dalam khazanah hukum tata negara Islam, persoalan
ini dapat ditelaah melalui konsep kafa’ah dalam figh
siyasah dusturiyah. Secara bahasa, kafa’ah berasal dari
akar kata kafa'a ( b@ yang bermakna sepadan atau setara.'?

' Edward Aspinall dan Ward Berenschot, Democracy for Sale:
Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Ithaca: Cornell
University Press, 2019), bab 1; Yoes C. Kenawas, “The Irony of
Indonesia’s Democracy: The Rise of Dynastic Politics in the Post-Suharto
Era,” Asian Journal of Comparative Politics 8, no. 3 (2023): 748—64.

12 Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley:
University of California Press, 1967), 209.

13 Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzhur, Lisan al-’Arab (Beirut:
Dar Shadir, 1414 H), s.v. “k-f->".



Dalam fikih, istilah ini paling dikenal dalam bab
munakahat, sedangkan literatur siyasah klasik lebih sering
memakai istilah kifayah dan ahliyyah untuk menyebut
kecakapan memangku jabatan. Penelitian ini tetap
menggunakan istilah kafa’ah karena makna asal
“kesepadanan” paling tepat menggambarkan prinsip bahwa
kelayakan calon diukur relatif terhadap beban kewenangan
jabatan. Kafa’ah legislatif dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai sintesis penulis atas syarat al-’i/lm dan al-ra’y wa
al-hikmah dalam pemikiran al-Mawardi, al-quwwah wa al-
amanah dalam pemikiran Ibn Taimiyah, serta kriteria al-
qgawiyy al-amin (QS. Al-Qashash [28]: 26) dan hafizh ’alim
(QS. Yusuf[12]: 55). Sintesis tersebut dipilah ke dalam tiga
dimensi, yaitu kafa’ah ’ilmiyah (kompetensi intelektual),
kafa’ah ‘amaliyah (kompetensi teknis dan pengalaman),
dan kafa’ah akhlagiyah (integritas moral).'*

Kajian terdahulu telah menautkan konsep ahl al-hall
wa al-’"aqd dengan kualifikasi anggota lembaga perwakilan,
antara lain penelitian Wahdini serta Sadzali dan al Arif."
Meskipun demikian, terdapat tiga celah penelitian
(research gap) yang menjadi titik masuk penelitian ini.
Pertama, belum ada kajian yang menguji Pasal 240

14 Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-
Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-
"IImiyyah, 1985), 5-6; Taqi al-Din Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah
filshlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-’ Arabi, 1966), 17.
Pemilahan tiga dimensi tersebut merupakan rumusan penulis; uraian
lengkapnya disajikan pada Bab II.

15 Muhammad Wahdini, “Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam,” Jurnal
Istigro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 6, no. 1 (2020): 58-72;
Ahmad Sadzali dan M. Yasin al Arif, “Integrating Ahlul Halli Wal Aqdi
Principles into Legislative and Voter Qualifications in Indonesia’s
Electoral,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 6, no. 1 (2026): 251—
69.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 huruf demi huruf
dengan kerangka kafa 'ah serta menelusuri hilangnya unsur
pengalaman dalam syarat calon sejak 2003. Kedua,
penelitian terdahulu cenderung berhenti pada tahap
diagnosis atau menawarkan satu instrumen tunggal tanpa
model rekonstruksi yang diuji proporsionalitasnya terhadap
hak untuk dipilih. Ketiga, integrasi data empiris Pemilu
2024 dengan kerangka normatif figh sivasah dusturiyah
serta pemeriksaan silang dengan pengalaman negara
Muslim lain belum dilakukan secara memadai. Asumsi
dasar penelitian ini adalah bahwa konstruksi Pasal 240 UU
Pemilu mengalami defisit kompetensi substantif yang
diduga menghilangkan salah satu lapisan pengaman
kualitas legislasi, dan bahwa prinsip kafa ‘ah dapat menjadi
instrumen normatif untuk menutup celah tersebut tanpa
melanggar prinsip kesetaraan warga negara dalam pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan
penelitian dengan judul “Kafa’ah Legislatif: Rekonstruksi
Syarat Calon Anggota DPR dalam UU Pemilu Perspektif
Figh Siyasah Dusturiyah”. Dalam penelitian ini, istilah
“syarat calon” dipahami secara luas, yakni mencakup syarat
substantif dalam undang-undang, syarat prosedural seleksi,
dan instrumen penunjang yang menentukan apakah syarat
tersebut bermakna. Penelitian ini diharapkan menghasilkan
kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi pembaruan
hukum pemilu di Indonesia.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi norma syarat calon anggota DPR
dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum ditinjau dari aspek kompetensi
substantif?

2. Bagaimana rekonstruksi syarat calon anggota DPR
berbasis prinsip kafa’ah dalam perspektif figh siyasah
dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan
penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi norma syarat calon
anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari
aspek  kompetensi  substantif, sehingga dapat
diidentifikasi secara kritis defisit normatif yang melekat
pada konstruksi tersebut.

2. Untuk merumuskan rekonstruksi syarat calon anggota
DPR berbasis prinsip kafa’ah dalam perspektif figh
siyasah dusturiyah, mencakup landasan konseptual,
dimensi kompetensi yang relevan, serta model
operasional implementasinya dalam sistem hukum
pemilu Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan
sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoretis
a. Memperkaya kajian Hukum Tata Negara dan Hukum
Tata Negara Islam mengenai hubungan antara
demokrasi konstitusional, syarat calon anggota



legislatif, dan prinsip kafa’ah dalam figh siyasah
dusturiyah.

. Memberikan kontribusi akademik dalam membangun

konsep kompetensi legislatif yang tidak hanya
bersifat  administratif-prosedural, tetapi  juga
substantif-normatif berbasis nilai-nilai Islam.

. Berkontribusi pada diskursus hukum tata negara

Islam kontemporer di Indonesia dan dunia Muslim
dengan menawarkan integrasi konsep kafa’'ah klasik
dengan demokrasi konstitusional modern.

. Kegunaan Praktis

a.

Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat
menjadi bahan pertimbangan akademik dalam
merumuskan penguatan syarat calon anggota
legislatif yang lebih berorientasi pada integritas,
kapasitas substantif, dan kompetensi teknis legislasi.

. Bagi partai politik, penelitian ini dapat menjadi

masukan dalam memperbaiki sistem kaderisasi,
rekrutmen, dan seleksi calon anggota legislatif
berbasis standar kafa’ah yang dapat diukur secara
objektif.

. Bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),

penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan
standar informasi calon, mekanisme verifikasi
substantif, dan pengawasan yang lebih transparan.

. Bagi masyarakat sipil, penelitian ini dapat

meningkatkan kesadaran kritis pemilih dalam menilai
calon anggota legislatif berdasarkan rekam jejak,
kapasitas substantif, dan komitmen terhadap
kepentingan publik.

. Bagi penelitian lanjutan, penelitian ini dapat menjadi

pintu masuk bagi kajian komparatif tentang syarat
calon legislatif di negara-negara mayoritas Muslim,
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serta kajian empiris tentang efektivitas implementasi
kafa’ah dalam sistem politik kontemporer.

E. Kerangka Teoritis
1. Teori Demokrasi

Teori demokrasi menjadi pijakan pertama dalam
memahami hubungan antara kedaulatan rakyat,
pemilihan umum, dan kualitas pejabat publik. Robert A.
Dahl dalam On Democracy menyatakan bahwa
demokrasi modern menuntut lima kriteria utama, yaitu
partisipasi efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang
tercerahkan (enlightened understanding), kontrol akhir
terhadap agenda, dan inklusivitas seluruh warga
dewasa.!® Dalam rumusan Dahl, kriteria pemahaman
yang tercerahkan ditujukan kepada warga. Penelitian ini
memperluas maknanya kepada wakil, sebab dalam
demokrasi perwakilan pertimbangan atas nama warga
dijalankan oleh wakil. Perluasan ini merupakan tafsir
penulis: demokrasi menuntut tidak hanya pemilih yang
melek politik, tetapi juga pejabat publik yang memiliki
kapasitas substantif untuk merumuskan, memahami, dan
mempertanggungjawabkan keputusannya.

Lebih lanjut, Jiirgen Habermas mengembangkan
konsep demokrasi deliberatif (deliberative democracy)
yang menekankan bahwa legitimasi keputusan publik
tidak hanya bersumber dari mekanisme elektoral yang
bersifat agregatif, tetapi juga dari kualitas deliberasi
rasional di ruang publik dan lembaga perwakilan.!” Pada
titik ini, demokrasi deliberatif menuntut agar anggota

16 Robert A. Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University
Press, 2000), 37-38.

17 Jiirgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a
Discourse Theory of Law and Democracy, terj. William Rehg (Cambridge,
MA: MIT Press, 1996), 287-328.
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legislatif memiliki kapasitas argumentatif dan rasional
yang memadai untuk terlibat dalam deliberasi normatif
tentang kebijakan publik. Tanpa kapasitas demikian,
deliberasi parlementer hanya menjadi ritual prosedural
yang kehilangan substansinya.

. Teori Representasi Politik

Pitkin dalam karya klasiknya, The Concept of
Representation, menguraikan beberapa pandangan
tentang representasi. Pandangan formalistik (formalistic
representation) menekankan otorisasi dan akuntabilitas.
Representasi  sebagai  standing  for  mencakup
representasi deskriptif (descriptive representation) yang
menekankan kemiripan karakteristik wakil dengan yang
diwakili dan representasi simbolik  (symbolic
representation) yang menekankan penerimaan publik.
Adapun representasi sebagai acting for atau representasi
substantif (substantive representation) adalah tindakan
demi kepentingan pihak yang diwakili secara
responsif.'® Pitkin menempatkan acting for sebagai inti
makna representasi politik. Dari pandangan tersebut,
penelitian ini menarik implikasi bahwa anggota legislatif
tidak cukup hadir dan mewakili secara demografis,
tetapi juga perlu memiliki kapasitas substantif untuk
merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan
publik.

Dalam konteks Indonesia, fungsi representasi ini
dijalankan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal
20A UUD 1945 yang memberi tiga fungsi
konstitusional: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut menuntut tiga jenis kompetensi
yang berbeda, tetapi saling melengkapi, sehingga

18 Pitkin, The Concept of Representation, 209.
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3. Teori Rekonstruksi Hukum

Teori rekonstruksi hukum digunakan untuk
menilai kebutuhan pembaruan norma ketika norma yang
ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Secara konseptual, gagasan ini berakar pada pandangan
hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of
social engineering) dari Roscoe Pound yang kemudian
diadaptasi oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori
Hukum Pembangunan. Kusumaatmadja menempatkan
hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang
mengarahkan kegiatan manusia menuju tujuan
pembangunan yang dikehendaki, di samping fungsi
tradisionalnya untuk menjamin kepastian dan
ketertiban.!” Gagasan tersebut sejalan dengan konsep
hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick
yang menuntut agar hukum tanggap terhadap kebutuhan
sosial tanpa kehilangan integritas prosedurnya.?’ Dalam
penelitian 1ini, rekonstruksi tidak dimaknai sebagai
pembongkaran total, tetapi sebagai penataan ulang
norma secara sistematis, konstitusional, dan responsif,
terutama  ketika  terdapat  kekosongan  norma
(rechtsvacuum), ketidakharmonisan antarperaturan, atau
norma yang gagal mewujudkan tujuan yang

19 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam

Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis (Bandung: Alumni, 2002); lihat
juga Bambang Daru Nugroho, “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan
ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum,”
Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 110-25.

20 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in
Transition: Toward Responsive Law (New York: Harper & Row, 1978).
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diamanatkan konstitusi.’! Secara operasional, teori ini
menjadi kerangka penyusunan landasan filosofis,
yuridis, dan sosiologis rekonstruksi pada Bab IV.
Dalam konteks rekrutmen politik di lembaga
legislatif Indonesia, kebutuhan rekonstruksi norma
semakin mendesak karena syarat pencalonan anggota
DPR berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih terlampau
administratif-formal dan belum mencerminkan standar
kompetensi yang seimbang dengan beban kewenangan
legislatifnya. Nainggolan dan Saputra mengkritik bahwa
ketiadaan  persyaratan substantif, seperti surat
keterangan catatan kepolisian, rekam jejak integritas,
dan kompetensi teknis legislasi, menciptakan
ketidakseimbangan kelembagaan bila dibandingkan
dengan syarat pencalonan jabatan publik lainnya, seperti
presiden, gubernur, dan bupati, padahal kualitas
legislator berdampak langsung terhadap kualitas produk
hukum yang dihasilkan.?” Selaras dengan itu, Hidayat
dan Arifin menempatkan politik hukum legislasi sebagai
socio-equilibrium yang menuntut keseimbangan antara
representasi politik dan kompetensi normatif.>> Dengan
demikian, rekonstruksi hukum dalam penelitian ini
berfungsi ganda: di satu sisi sebagai pisau analisis untuk

2! Bandingkan dengan Zaka Firma Aditya, “Rekonstruksi Hierarki
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” Negara Hukum:
Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018):
79-98, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i11.976, yang menggunakan konsep
rekonstruksi untuk menata ulang ketidakharmonisan norma dalam hierarki
peraturan perundang-undangan.

22 Nainggolan dan Saputra, “Perlunya Syarat Surat Keterangan
Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif,” 1-18.

23 Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi sebagai
Socio-Equilibrium di Indonesia,” Jurnal lus Constituendum 4, no. 2
(2019): 147-59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
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mengidentifikasi cacat normatif dalam pengaturan syarat
calon legislatif, dan di sisi lain sebagai kerangka
preskriptif untuk merumuskan standar kompetensi
substantif yang lebih sejalan dengan prinsip negara
hukum (rechtsstaat) dan tujuan demokrasi deliberatif.

4. Figh Siyasah Dusturiyah

Figh siyasah dusturiyah merupakan salah satu
cabang utama figh siyasah yang membahas prinsip-
prinsip  ketatanegaraan,  kelembagaan  negara,
perundang-undangan, serta hubungan antara pemerintah
dan rakyat berdasarkan nilai-nilai syariat. Muhammad
Igbal menjelaskan bahwa figh sivasah dusturiyah
mencakup empat bidang utama, yaitu bidang tasyri’iyah
(legislasi),  tanfidzivah  (eksekutif),  gadha’iyah
(yudikatif), dan idariyah (administrasi). Bidang
tasyri’iyah menjadi titik singgung paling kuat dengan
penelitian ini karena di dalamnya termuat prinsip-prinsip
tentang siapa yang berhak duduk dalam lembaga
legislatif dan bagaimana standar kelayakannya.?*

Abdul Wahhab Khallaf menambahkan bahwa
siyasah syar’iyyah berkaitan dengan pengaturan urusan
publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan
kemaslahatan manusia.’® Dalam kerangka ini, prinsip-
prinsip dasar yang menjadi fondasi figh siyasah
dusturiyah meliputi amanah (QS. An-Nisa’ [4]: 58),
‘adalah atau keadilan (QS. An-Nahl [16]: 90), syura atau
musyawarah (QS. Asy-Syura [42]: 38), maslahah atau
kemaslahatan publik, dan kafa’ah atau kelayakan.
Kelima prinsip ini saling terkait dalam membentuk

24 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177-178.

25 Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyyah (Kairo: Dar al-
Anshar, 1977), 25.
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kerangka normatif tentang kelayakan pejabat publik
dalam Islam.

Konsep ahl al-hall wa al-"aqd secara etimologis
bermakna “orang-orang yang memiliki kewenangan
untuk mengikat dan melepaskan” (the people of loosing
and binding). Secara terminologis, al-Mawardi dalam
al-Ahkam al-Sulthaniyyah menempatkan kelompok ini
sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memilih dan
mengangkat pemimpin (imam) atas nama umat serta
memberikan pertimbangan dalam urusan publik.?®
Dalam pemikiran politik Islam kontemporer, ahl al-hall
wa al-"aqd kerap dipandang sebagai padanan lembaga
legislatif modern karena mengemban fungsi yang
serupa, yaitu merumuskan keputusan kolektif, mengikat
masyarakat dalam kebijakan publik, dan menjaga
kemaslahatan umat.*’

Dalam  konteks Indonesia, DPR  dapat
dianalogikan dengan ahl al-hall wa al-’aqd karena
menjalankan fungsi konstitusional yang serupa, yaitu
membentuk undang-undang yang mengikat seluruh
warga negara, menyetujui anggaran yang memengaruhi
kemaslahatan publik, dan mengawasi jalannya
pemerintahan. Analogi yang digunakan adalah analogi
fungsional, bukan analogi identitas; batas-batasnya
diuraikan pada Bab II. Dengan demikian, standar
kelayakan yang berlaku bagi ahl al-hall wa al-"aqd
dalam figh siyasah dusturiyah, termasuk prinsip kafa ah,
dapat menjadi rujukan normatif untuk menilai
pengaturan syarat calon anggota DPR di Indonesia.

26 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 5—6.
27 Wahdini, “Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat,” 58-72.
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5. Konsep Kafa'ah: Etimologi, Terminologi, dan Dimensi
Kafa’ah dalam penelitian ini dimaknai sebagai
kelayakan, kemampuan, dan kepatutan seseorang untuk
memikul amanah jabatan publik sesuai dengan beban
kewenangan jabatannya. Al-Mawardi tidak
menggunakan istilah kafa’ah dalam bab imamah, tetapi
tujuh syarat imam yang ia tetapkan, antara lain al-
‘adalah (integritas moral), al-ilm (pengetahuan yang
mengantarkan  pada ijtihad), salamat al-hawas
(kesehatan pancaindra), dan al-ra’y (kecakapan
menimbang), memuat substansi kelayakan yang dalam
penelitian ini disebut kafa’ah.?® Tbn Taimiyah, dengan
bertolak dari QS. An-Nisa’ [4]: 58, menegaskan bahwa
jabatan publik wajib diserahkan kepada orang yang
paling layak (al-ashlah), bukan kepada orang yang
paling dekat secara politik atau kekerabatan;
mengangkat seseorang padahal ada yang lebih layak
merupakan pengkhianatan terhadap amanah.*

Bertolak dari kriteria klasik tersebut, penelitian ini
memilah kafa’ah ke dalam tiga dimensi. Pemilahan ini
merupakan sintesis penulis yang juga memperhatikan
pemikiran fikih kenegaraan kontemporer:*°
a. Kafa’ah ’ilmiyah (kompetensi intelektual), yaitu

pengetahuan dan pemahaman teoretis yang relevan
dengan beban jabatan, seperti pemahaman tentang
hukum, kebijakan publik, dan tata kelola
pemerintahan.

28 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, 5—6.

2 Tbn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah, 17.

39 Bandingkan dengan Yusuf al-Qaradhawi, Min Figh al-Dawlah fi
al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997). Pemilahan tiga dimensi dalam
penelitian ini merupakan rumusan penulis.
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b. Kafa’ah ’amaliyah (kompetensi praktis-teknis), yaitu
pengalaman, keterampilan, dan kemampuan teknis
untuk menjalankan tugas jabatan secara efektif dan

efisien.

c. Kafa’ah akhlagiyah (kompetensi moral-etik), yaitu
integritas pribadi, kejujuran, amanah, dan rekam jejak
moral yang baik dalam kehidupan publik maupun

privat.
Ketiga

dimensi

tersebut dijadikan kerangka
analisis dalam penelitian ini untuk menilai kelayakan
calon anggota lembaga legislatif. Penerapannya dalam
rekonstruksi syarat calon anggota DPR di Indonesia

menjadi inti pembahasan Bab IV.

F. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan disajikan dalam bentuk tabel

agar terlihat posisi penelitian, persamaan, dan
perbedaannya dengan penelitian ini.
Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan
Nama dan Metode
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian
terdahulu
Muhammad Sama-sama menggunakan
Wahdini, e AR, kerangka
“Rekonstruksi rekonstruksi ketatanegaraan
Syarat Anggota o Islam secara umum;
Kualitatif, |syarat anggota S
Dewan . L penelitian ini secara
1 . studi legislatif/DPR .
Perwakilan . spesifik
literatur. dalam
Rakyat  dalam erspektif menggunakan
Perspektif Eeta?ane araa konsep kafa’ah
Ketatanegaraan n Islam & sebagai  landasan
Islam”.3! ’ normatif inti
dengan tiga
dimensinya

31 Wahdini, “Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat,” 58-72.
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Nama dan Metode
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
(Vilmiyah,
‘amaliyah,
akhlagiyah).
Penelitian

terdahulu ~ hanya
Sama-sama menilai dimensi

Tengku  Indira mengkritisi | pendidikan;

Larasati dan .. ..

. L aspek penelitian ni
Hesti  Yulianti, Hukum endidikan memperluas
“Perspektif P P

normatif dan kapasitas|analisis ke dimensi

2 |Hulum tepiday deskriptif ~ |anggota DPR|kompetensi

Latar Belakang

Pendidikan analitis. dalam ’ sub'stantif yang

Anggota konstruksi 1§b1h utl}h

DPR> 2 norma hukum | (intelektual, teknis,

| positif. dan moral)

berdasarkan
kerangka kafa’ah.
Penelitian
terdahulu
menekankan

aktualisasi prinsip

Ahmaggladzali Sama-sama ahl al-hall wa al-

dan M. Yasin al

. menautkan ‘aqd pada kualitas
Arif, X .
w . prinsip ahl al-|masukan  (inpuf)
Integrating
; . hall wa al-|dan keluaran
Ahlul Halli Wal|Kajian ;
. . . aqd  dengan|(output) lembaga
3 Aqdi Principles |normatif- . . .
. S kualifikasi perwakilan,
into Legislative | konseptual.
calon anggota|termasuk
and Voter . . ..

. . ) lembaga kualifikasi pemilih;
Qualifications in . : .. .
Indonesia’s perwakilan di|penelitian ini

Indonesia. menguji Pasal 240

9 33
Electoral”. huruf demi huruf

dengan  kerangka
kafa’ah tiga
dimensi dan

32 Tengku Indira Larasati dan Hesti Yulianti, “Perspektif Hukum
terhadap Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR,” Jurnal Ilmu Hukum
The Juris 9, no. 2 (2025): 556—66.

3 Sadzali dan al Arif, “Integrating Ahlul Halli Wal Agqdi
Principles,” 251-69.
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Nama dan Metode
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
menawarkan Model
Empat Gerbang
yang diuji
proporsionalitasnya
Irmayadi Sastra,
“Rekonstruksi
Pencalonan Penelitian
Anggota
O terdahulu
Legislatif Sama-sama
. menawarkan fit and
Melalui Tahapan o menawarkan .
.. .| Yuridis proper test sebagai
Uji Kompetensi . gagasan . .
. normatif . |mekanisme teknis
(Fit and Proper rekonstruksi
dengan prosedural  tanpa
Test) dalam terhadap .
pendekatan . landasan normatif
4  |Rangka K mekanisme ) N
onseptual Islam; penelitian ini
Membghgen dan bepicalonag mengintegrasikan
Kapal S erundang- anggota mekgnisn%e tersebut
Anggota P & legislatif
> - undangan. . dengan konsep
Legislatif. berbasis , .
. . kafa’ah sebagai
Tesis, kompetensi.
Universitas landasan filosofis-
Muhammadiyah oy
Surakarta,
201834
Rizka Amaliatus Sama-sama Penelitian
Syafa’ah, Yuridis - - terdahulu fokus
“Analisis  Figh . &8 pada satu aspek
- normatif kerangka figh -
Siyasah denoan sivasah (kewajiban
Dustiiriyyah & VR LHKPN  sebagai
pendekatan |dusturiyah . .
terhadap Syarat|". instrumen anti-
5 P . siyasah untuk K N liti
enyampatan dusturiyah |mengevaluasi xorup si); penelitian
LHKPN bagi dan syarat  calon ini membal}as
Calon Anggota| . _ kerangka kafa’ah
Legislatif rigabatul anggota yang lebih
o1 . \ummah. legislatif  di .
Terpilih sebagai Indonesia komprehensif
Upaya ) mencakup

3% Irmayadi Sastra, “Rekonstruksi Pencalonan Anggota Legislatif
melalui Tahapan Uji Kompetensi (Fit and Proper Test) dalam Rangka
Membangun Kapabilitas Anggota Legislatif” (Tesis, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2018), http://eprints.ums.ac.id/68863/.
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Nama dan Metode
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Pencegahan kompetensi
Korupsi.” intelektual, teknis,
Skripsi, UIN dan moral.
Sunan  Ampel
Surabaya,
2024.%
Penelitian
Muhamad Nurul terdahulu berfokus
Huda, Sama-sama pada  kedudukan
“Kedudukan dan memadankan dan kinerja
Peran Ahl al-|Kajian DPR  dengan kelembagaan DPB%

6 |Hall wa al-’Aqd|normatif- penelitian ini

ahl al-hall wa

serta konseptual. , berfokus pada pintu
Relevansinya Cfll- g4d sicara masuk
pada Kinerja Jpssionay kelembagaan, yaitu
DPR” .36 syarat dan seleksi
calon anggota DPR.

Septiani Jessica Penelitian
Adisty, Sama-sama terdahulu
Antikowati, dan e membahas
Ratih  Listyana menyoroti transparansi  dari
Chandra ketertuiGRgy sudut hukum
. ’ . | Yuridis daftar riwayat

7 Transparansi . ) keterbukaan
Daftar Riwayat oW | (hidugiycaly informasi;
Hidu Calon anggota enelitian, ini
An, pota legislatif pada fnenem atkan

g8va Pemilu 2024. b

Legislatif dalam keterbukaan
Pemilu 2024”37 riwayat hidup

35 Rizka Amaliatus Syafa’ah, “Analisis Figh Siyasah Dusturiyah
terhadap Syarat Penyampaian LHKPN bagi Calon Anggota Legislatif
Terpilih sebagai Upaya Pencegahan Korupsi” (Skripsi, UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2024), http://digilib.uinsa.ac.id/73030/.

36 Muhamad Nurul Huda, “Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-
’Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR,” Staatsrecht: Jurnal Hukum
Kenegaraan dan Politik Islam 2, no. 1 (2022),
https://doi.org/10.1442 1/staatsrecht.v2il.2527.

37 Septiani Jessica Adisty, Antikowati, dan Ratih Listyana Chandra,
“Transparansi Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Legislatif dalam
Pemilu 2024,” Constitutional Law Society 4, no. 1 (2025): 73-94,
https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.101.



21

Nama dan Metode
No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

sebagai instrumen
kafa’ah akhlagiyah

dalam model
rekonstruksi  yang
lebih luas.

Berdasarkan tabel di atas, posisi penelitian ini
mempunyai kebaruan (novelty) yang terletak pada integrasi
tiga hal: (a) pengujian normatif Pasal 240 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 huruf demi huruf, termasuk
penelusuran historis atas hilangnya unsur pengalaman sejak
2003; (b) penggunaan kafa’ah dengan tiga dimensinya
(ilmiyah, ‘amaliyah, dan akhlagiyah) sebagai kerangka
analisis yang disertai perangkat ushul fikih.

G.Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk
menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode

penelitian dalam skripsi ini disusun sebagai berikut.*®

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian hukum
normatif menempatkan bahan hukum kepustakaan
sebagai sumber utama untuk menelaah norma, asas,
doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah penelitian.*® Jenis penelitian
ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada dua
dimensi, yaitu (a) dimensi law in books, berupa analisis

38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. revisi (Jakarta:
Kencana, 2017), 133—136.

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.
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konstruksi normatif Pasal 240 UU Pemilu; dan (b)

dimensi ius constituendum, berupa perumusan model

rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis kafa 'ah
yang diidealkan menjadi hukum pada masa mendatang.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),
yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017  tentang  Pemilihan  Umum  beserta
perubahannya, Undang-Undang Partai Politik,
Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2024,
serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung yang terkait. Pendekatan ini menjadi
pendekatan utama untuk menjawab rumusan masalah
pertama.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu
menelaah  konsep  demokrasi  konstitusional,
representasi politik, rekonstruksi hukum, figh siyasah
dusturiyah, ahl al-hall wa al-’aqd, dan terutama
konsep kafa’ah dengan tiga dimensinya (’ilmiyah,
‘amaliyah, dan akhlagiyah). Pendekatan ini menjadi
pendekatan utama untuk menjawab rumusan masalah
kedua.

c. Pendekatan historis (historical approach), yaitu
menelusuri perkembangan pengaturan syarat calon
anggota DPR dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 2024
serta perkembangan konsep kelayakan pejabat publik
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dalam tradisi pemikiran politik Islam dari al-Mawardi
hingga pemikir kontemporer.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri
atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi (1) Al-Qur’an dan
kitab hadis (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim)
sebagai sumber normatif kajian fikih; (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; (4)
Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi; (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023
sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2024; (6) putusan Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi kitab-kitab figh
siyasah klasik, seperti al-Ahkam al-Sulthaniyyah (al-
Mawardi), al-Siyasah al-Syar’iyyah (Ibn Taimiyah),
dan al-Muwafagqat (al-Syathibi); karya kontemporer,
seperti al-Siyasah al-Syar’iyyah (Abdul Wahhab
Khallaf), Min Figh al-Dawlah fi al-Islam (Yusuf al-
Qaradhawi), dan Figh Siyasah (Muhammad Igbal);
karya teoretis tentang demokrasi dan representasi
(Dahl, Pitkin, dan Habermas); artikel jurnal ilmiah
bereputasi; serta publikasi Badan Pusat Statistik
tentang data Pemilu 2024.
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c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum,
ensiklopedia, indeks, dan sumber penunjang lain
yang membantu menjelaskan bahan hukum primer
dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan (/ibrary research), yaitu
menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan
mengklasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier sesuai dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui
empat metode interpretasi hukum yang saling
melengkapi, lalu hasilnya ditimbang dengan perangkat
ushul fikih sebagaimana diuraikan di atas.*’

a. Interpretasi gramatikal, yaitu menelaah makna teks
Pasal 240 UU Pemilu sesuai dengan struktur bahasa
dan terminologi normatifnya.

b. Interpretasi sistematis, yaitu menelaah keselarasan
Pasal 240 dengan UUD 1945, ketentuan lain dalam
UU Pemilu, dan peraturan pelaksananya untuk
mengidentifikasi koherensi atau inkonsistensi norma.

c. Interpretasi teleologis, yaitu menelaah tujuan hukum
di balik konstruksi syarat calon anggota DPR, baik
dari sisi demokrasi konstitusional maupun magashid
al-syari’ah.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis
untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu
mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi Pasal 240,
serta secara konstruktif-preskriptif untuk menjawab

40 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar
(Yogyakarta: Liberty, 2007), bab tentang metode interpretasi.



25

rumusan masalah kedua, yaitu merumuskan rekonstruksi
berbasis kafa’ah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjaga alur
pembahasan agar penelitian berjalan terarah, runtut, dan
tidak keluar dari rumusan masalah. Sistematika skripsi ini
adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoretis, penelitian yang relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Demokrasi Konstitusional dan Kafa 'ah dalam
Figh  Sivasah  Dusturiyah, = memuat  demokrasi
konstitusional dan representasi politik, konstruksi
kompetensi legislatif dalam hukum tata negara, tinjauan
umum figh siyasah dusturiyah, serta konsep kafa’ah dalam
figh siyasah dusturiyah.

BAB III Konstruksi Syarat Calon Anggota DPR
dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia, memuat
perkembangan pengaturan syarat calon anggota DPR di
Indonesia (1955-2024), konstruksi Pasal 240 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, perubahan norma melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, putusan pengadilan
yang relevan dengan syarat calon anggota legislatif, analisis
kritis defisit kompetensi substantif Pasal 240, serta data
empiris Pemilu 2024 tentang profil anggota DPR terpilih
dan implikasinya.

BAB IV Rekonstruksi Syarat Calon Anggota DPR
Berbasis Kafa’ah Perspektif Figh Siyasah Dusturiyah,
memuat analisis normatif rekonstruksi, Model Empat
Gerbang Kafa’ah Legislatif, operasionalisasinya dalam
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sistem hukum pemilu Indonesia, tantangan dan strategi
implementasi, serta sintesis rekonstruksi.

BAB V Penutup, memuat simpulan dari hasil
penelitian dan saran yang ditujukan kepada pembentuk
undang-undang, partai politik, penyelenggara pemilu, dan
masyarakat.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab
sebelumnya, penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai
berikut.

1. Konstruksi norma syarat calon anggota DPR dalam
Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bersifat administratif-formal dan
mengalami defisit kompetensi substantif. Dari tujuh
belas syarat, tidak satu pun menguji kafa’ah ‘amaliyah;
kafa’ah ’ilmiyah hanya diwakili ijazah paling rendah
SMA; dan kafa’ah akhlagiyah diukur secara negatif dan
deklaratif, sebagian besar melalui surat pernyataan.
Secara historis, terjadi formalisasi tanpa substansi
karena unsur pengalaman di bidang kemasyarakatan
yang diakui hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1999 dihapus sejak 2003, sementara pembaruan
sesudahnya hanya datang dari jalur yudisial dan terbatas
pada dimensi integritas. Data Pemilu 2024 menunjukkan
bahwa defisit utama bukan rendahnya ijazah, sebab lebih
dari 82% anggota yang mencantumkan pendidikannya
bergelar sarjana atau lebih, melainkan ketertutupan
informasi calon, ketiadaan standar seleksi partai, dan
ketiadaan mekanisme penilaian substantif.

2. Rekonstruksi syarat calon anggota DPR berbasis kafa'ah
dalam perspektif figh siyasah dusturiyah memaknai
kafa’ah legislatif sebagai kesepadanan antara kapasitas
calon dan beban kewenangan DPR, yang meliputi
dimensi ‘ilmiyah, ‘amaliyah, dan akhlagiyah serta diikat
oleh prinsip musawah dan maslahah. Rekonstruksi ini
bertumpu pada perintah menyerahkan amanah kepada
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ahlinya (QS. An-Nisa’ [4]: 58), syarat ahl al-ikhtiyar
menurut al-Mawardi yang digunakan secara analogis,
prinsip al-quwwah wa al-amanah serta al-ashlah fa al-
ashlah menurut Ibn Taimiyah, dan kaidah tasharruf al-
imam ’ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah. Secara
operasional, rekonstruksi diwujudkan melalui Model
Empat Gerbang Kafa’ah Legislatif, yaitu (a) gerbang
normatif berupa perubahan terbatas Pasal 240, meliputi
rumusan kemampuan berbahasa yang inklusif, masa
keanggotaan partai, syarat pengalaman yang dibuktikan
secara terbuka, serta kewajiban surat keterangan catatan
kepolisian, LHKPN, dan publikasi riwayat hidup; (b)
gerbang partai berupa standar minimal proses seleksi
dalam Pasal 241A; (c) gerbang publik berupa publikasi
profil calon sebagai keadaan bawaan dan forum uji
gagasan yang tidak menggugurkan pencalonan; serta (d)
gerbang penguatan pascaterpilih berupa pendidikan
legislatif wajib. Penaikan syarat ijazah dan uji
kompetensi yang menggugurkan secara sadar ditolak
karena tidak lolos uji proporsionalitas.

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan
saran-saran berikut.

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden),
agar dalam revisi Undang-Undang Pemilu menjelang
Pemilu 2029:

a. mengubah Pasal 240 ayat (1) huruf d menjadi
“mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
dalam bahasa Indonesia, termasuk dengan
menggunakan akomodasi yang layak bagi
penyandang disabilitas”, mengubah huruf n dengan
menambahkan syarat masa keanggotaan partai paling
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singkat satu tahun, serta menambahkan syarat
pengalaman  berorganisasi  atau  pengabdian
kemasyarakatan yang dibuktikan secara terbuka;

b. melengkapi Pasal 240 ayat (2) dengan surat
keterangan catatan kepolisian, tanda terima
penyampaian laporan harta kekayaan, serta daftar
riwayat hidup, riwayat organisasi dan pekerjaan, dan
status hukum yang wajib diumumkan kepada publik
dengan memperhatikan Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi;

c. menyisipkan Pasal 241A tentang standar minimal
seleksi bakal calon oleh partai politik; dan

d. mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
untuk mewajibkan pendidikan legislatif bagi anggota
DPR pada awal masa jabatan, dengan tetap
menghormati syarat pendidikan minimal SMA demi
menjaga hak untuk dipilih.

. Bagi partai politik, agar menjalankan seleksi bakal calon
berdasarkan  kriteria  tertulis yang mencakup
pengetahuan, rekam  jejak, dan  integritas;
mengumumkan nama bakal calon kepada publik
sebelum diajukan kepada KPU; menyelenggarakan
pendidikan ~ kader  yang  terstruktur  dengan
memanfaatkan bantuan keuangan negara; serta menjauhi
praktik pencalonan yang semata-mata berbasis
popularitas, modal finansial, atau kekerabatan, sesuai
dengan prinsip al-ashlah fa al-ashlah.

. Bagi penyelenggara pemilu, agar KPU menjadikan

publikasi profil calon sebagai keadaan bawaan dengan

berpijak pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

menyajikan profil dalam format seragam yang mudah

dibandingkan, serta memberikan waktu tanggapan
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masyarakat yang memadai. Bawaslu diharapkan
mengawasi kebenaran informasi profil calon dan,
bersama KPU, memfasilitasi forum uji gagasan di setiap
daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu juga perlu
menindaklanjuti putusan pengadilan secara tepat waktu
agar standar integritas tidak tergerus oleh regulasi teknis.
. Bagi Mahkamah Konstitusi, agar dalam menguji syarat
calon sebagai kebijakan hukum terbuka tetap
menerapkan uji proporsionalitas secara konsisten,
terutama ketika pembentuk undang-undang mengatur
standar bagi dirinya sendiri.

. Bagi masyarakat sipil dan pemilih, agar menjadikan
rekam jejak, kapasitas, dan integritas sebagai ukuran
utama dalam memilih wakil rakyat, menolak politik
uang, serta aktif memberikan masukan pada tahap
pengumuman daftar calon. Organisasi kemasyarakatan
Islam, pesantren, dan perguruan tinggi diharapkan
menyosialisasikan nilai kafa’ah dan amanah sebagai
etika politik dalam memilih, sehingga gerbang publik
berfungsi secara efektif.

. Bagi penelitian selanjutnya, agar melakukan kajian
empiris tentang hubungan antara latar belakang,
pengalaman, dan rekam jejak anggota DPR dengan
kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran; mengkaji
penerapan konsep kafa’ah pada pencalonan anggota
DPD dan DPRD; serta memperluas studi komparatif ke
negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Iran
(contoh saringan kelayakan yang menyingkirkan melalui
lembaga penilai), Tunisia (konstitusionalisme Islam
pascarevolusi), Turki, dan Malaysia, guna memperkaya
model rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini.
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